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1. Pengertian Studi Kelayakan

Studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat

kelayakan usulan pembangunan sistem Penyediaan Air Minum di suatu

wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis,

lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.

Studi kelayakan wajib disusun berdasarkan:

a.
b.

C.

Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial,
budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan

Kajian sumber pembiayaan.

2. Jenis Studi Kelayakan Pengembangan SPAM

a.

Studi Kelayakan Lengkap

Studi kelayakan lengkap adalah kajian kelayakan terhadap suatu
kegiatan penyelenggaraan sebagian atau seluruh SPAM yang
mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan
finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta
perkiraan besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa.
Studi Kelayakan Sederhana

Studi kelayakan sederhana adalah kajian kelayakan terhadap
suatu kegiatan penyelenggaraan sebagian SPAM yang mempunyai
pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi,
teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran
cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa.

Justifikasi Teknis dan Biaya

Justifikasi teknis dan biaya adalah kajian kelayakan teknis dan

biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM.
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3. Muatan Studi Kelayakan

a.

Aspek Teknis Teknologis
Pengkajian kelayakan aspek teknis teknologis didapatkan dari
pemilihan alternatif yang disajikan oleh tim teknis dan dipilih
berdasarkan kriteria alternatif yang terbaik. Alternatif terpilih
adalah alternatif yang terbaik ditinjau dari beberapa aspek yang
dipengaruhi lokasi daerah perencanaan, meliputi:

1) Potensi sumber air;

2) Demografi;

3) Kebutuhan air;

4) Operasional dan pelayanan;

5) Konsep desain sistem;

6) Sistem dan kebutuhan lainnya.
Suatu kegiatan dianggap layak secara teknis teknologis apabila

terdapat teknologi yang tersedia untuk membangun SPAM.

Aspek Lingkungan

Pengkajian kelayakan aspek lingkungan mempertimbangkan
kegiatan masyarakat dan kondisi daerah setempat secara holistik
untuk menentukan kelayakan faktor-faktor lingkungan dalam
penyelenggaraan SPAM. Pengkajian kelayakan aspek lingkungan
dilaksanakan melalui penyusunan dokumen AMDAL, formulir
UKL-UPL, SPPL, dan izin lingkungan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Pengkajian aspek sosial, budaya, dan ekonomi mencakup antara
lain ketersediaan fasilitas umum, gambaran umum tingkat sosial,
ekonomi, dan budaya wilayah dan masyarakat, analisis proporsi

jenis pelanggan, serta gambaran peran masyarakat.

Aspek Hukum dan Kelembagaan

Pengkajian aspek Kelembagaan dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan, konsep perjanjian kerjasama, sumber daya
manusia, tingkat pendidikan, dan kualitas. Struktur organisasi
dan penempatan kerja sesuai latar belakang pendidikannya

mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
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e. Aspek Finansial
Pengkajian kelayakan aspek finansial ditentukan untuk
mendapatkan keuntungan finansial terbaik bagi penyelenggara
dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dari analisa keuangan ini
untuk mengetahui apakah kegiatan yang akan dilaksanakan ini
dari segi keuangan dinilai layak, dalam arti mempunyai dana yang
cukup untuk membiayai pengoperasian seluruh fasilitas yang ada,
dan dapat membayar kembali seluruh pinjaman beserta bunganya

bila menggunakan dana pinjaman.

f.  Aspek Risiko dan Mitigasi
Pengkajian aspek alokasi risiko dan mitigasi meliputi risiko kinerja,
dan politik, dan finansial. Risiko dikelola berdasarkan prinsip
alokasi risiko yang memadai dengan mengalokasikan risiko kepada
pihak yang paling mampu mengendalikan risiko dalam rangka
menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan infrastruktur.
Pengelolaan risiko ditentukan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.
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